TENTANG PENERBITAN KARTU KREDIT PEMERINT AH
ANTARA
REMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
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NOMOR: W Sy oL oL - 1ad
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Pada han s Selaga tanggal Dua Pulub Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
(254372025 ), bertempat di Manokward, kami yang bertanda tangan di bawah inj -

Rantor Wilayah Kementerinn Hukum Papus Barat, suatu [nstanst Pemeringal vang
berkedudukan di Manokwari dan beralamat di J1 Brigjen (Purn) Abraham © Aturun, Arfai,
Manokwari — Papua Baral, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Piet Bukorsyom, S.H., M.H.
dalam kedudukannya sehagai Aepale Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua  Baret,
bertindak selaku Kuasa Pengpuna Anggaran berdasarksn Sumt nomor M HH-17.KL 02 03
TAHUN 2024 tangpal 20 Desember 2024 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama
Kantor Wilavalh Kementerian Hukum Papua Barat), antuk selanjutnya  disebut “PIHAK
PERTAMA™

PT Bank Mandiri (Persero) Thi., suatu perscroan terbatas vang berkedudukan di Jakara Selatan
dan berkanior pusat di Jalan Jenderal Sudinman Kav 36-38 lskarts 12190, vang didinikan
berdasarkan hukium negara Republik [ndonesia dan relah memperoleh keputusan Menten
mengenal pengesahan badan hokum nomor C2-16561 HT01.01.Th98 tanggzal 2 Okiober 1998
yang Anggaran Dasarmya telah mengatami beberapa kali perubaban, terakhir dengan Akta Nomor
21 tanggal 11 April 2018, dibunt di hadapan Ashova Ratam, SH, M. Kn., Notaris di JTakarta vang
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: AHU-AHO01 03017245,
dalam hal ini diwakili oleh Devi Budhi I Singgih dalam kedudukannya selaku Area Head Soreng,
olch karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mendiri { Persero) Thk.. selanjutnya
dalam Perjanjian ini disebut sebapai *“PIHAK KEIMIA™,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendin-sendini dalam beberapa bagian Perfanjian
mi disebut “Pihak™ dan secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” mienyatakar;

Bahwa PIHAK PERTAMA adelah Satker Kanor Wilayah Kementerian Hukam Papua Barat
yimg memerlukan fasilitas Karto Kredit Pemerintah dan PIHAK KEDUA yang diganakan untuk
keperluan belanja sebagaimans distur dalam ketentuan peraluran perundang-undangan vang
berlaku.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sadan Usaha Milik Negara (BUMN) vang bergerak di hidang
perbankan berdasarkan Undang-undang No. 7 tabun 1992 tentang Perbankan sehagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang ~o. 10 wmhun 1998 vang wilsh satu kepatan usahanya adalah
menyelenggarakan jasa dalam laly lintas pembayaran.

Bahwa salah sam produk PINAK KEDUA sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah adalah
Kartu Kredit Pemerintah vang merupakan salah satu jenis kartu kredit PIHAK KEDUA dengan
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fitur tertentu yang salah satu persvaratan penerbitaniya diperlukan adanya Perjanjian Kerja Samy
antara PIHAK PERTAMA denpan PIHAK KEDLIA

4. Bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Divektorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keusngan Repubhk Indoncsia tentang Koordinasi Pengembanpan
Pelaksanaan Pembayvaran Dengan Kamu Kredit Corporate Dalam Rangka Penggunaan Llang
Persediaan Nomor DIRPKS/) 12018 tangeal 21 Februari 2018 (untuk selanjutnya disebut
“Ferjanjian Kerja Sama Indok ™)

5. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam
penerbitan karly Kredit Pemenntah sebagaimana PIHAK KEDUA menenma penawaran kerja
sama yang dimaksod,

Dengan berdasarkan pada ketentan sebagaimana tersebut di bawsah ini (untuk selanjutnya disebut

dengan “Peraturan Dasar® )

I, Peraturan Pemerintuh Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanann Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemenintah Nomor 43 Tahun 2013 tenteng Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatin dan Belanja Negara

Poraturan Menteri Keuangan Nomor T90PME 052012 tentang Tats Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksansan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah drubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PME 052018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

keuangan Nomor 190/FME_ 052012 tentang Tats Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarm,

3. Peraturan Menteri Keuangan Momor 196PME.052018 tentang Tata Cara Pembayaran dan
Pengpunaan Kartu Kredil Pemenintah,

i

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangan
Perjanjian Kerjasama tentang Penerbitan Kartii Kredit Pemerintah (untuk selamutnya disebut dengan
“Perjanjian™ ) dalam rangka penggunaan Usng Persedinan Kartu Kredit Pemerintah dengan syaral
dan ketentuan scbagai berkul:

PASALL
DEFINISI

Recual ditentukan lain dalsm Perjanian ini, maka vang dimaksud dengan

I, Kartu kredit Pemerintah adalsh alat pembayvaran dengan menppunakan karty vang dapal
digunakan umtuk melakukan pembayaran stas belanja vang dapal dibebankan pada APBN,
dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenubi teriebib dahulu oleh PIHAK KEDUA
selaku Bank Penerbt Karnu hredit Pemeriniah, dan PIHAK PERTAMA berkewajiban
melakukan pefunasan kewajibun pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan
secara sekaligus, dimana kartu kredit vang dimaksud adalah kartu kredit jenis Mandin Corporate
Card dengan memual logo kementenanlembaga Kewmenterian Kefutanan B dan nama
Pemegang Kartu sebagaimana discpakati PARA PIHAK,

2. Satwan Kerja yang sclanjutiva disebur Satker adalah unit organisasi lini Kementerian
Negara/Lembaga atau unit orzanisasi Pemerintah Daerah vang melaksanakin  kepiatan
Rementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanpgung jawab penggunaan
ANEEATAn

i Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintab adalab salah satu bentuk dari Uimg Persediaan yang
merupakan sang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada
BP/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan Kartu Kredit Pemerintash unmik membiayai
kegiatan operasional schari-han Satker atay membiavai pengelugran vang menunt sifal dan
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I6.

nguannya Ddak mungkin dilskukan melalui mekanisme pembayaran langsung vang sumber
dinanya berasal dart rupaah mumi

Aplikasi adalah formuliv permohonan yvang dibuat secara sepihak oleh PIHAK KEDUA yang
dipergunakan oleh calon Pemcpang Karu untuk mengajukan permohonsn penerbitan Karty
hredit Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sekaligus menegaskan adamya persetajuan calon
Pomegang Kartu untuk wnduk pada svarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDLA,
Kuasu Peagguna Anggaran yang selanjumya disingkat KPA, adalal pejabat yang memperoleh
kuasa dari Penggima Anggaran (PA) untuk melaksanakan sehapian kewenumean dan tanggung
Jawab pengpunaan anggaren pada Kementerian Negara/Lembaga vane bersangkutan.,

Pejabat Pembuat Komitmen vang selanjutnva disingkar PPK, adalah pejabat  yang
meiaksanakan kewenangan PAKPA untuk mengambil keputusan dan/stay tindakan yang dipat
mengakibatkan pengeluaran alas beban APRN.

Pemegang Kartn adalah pejabat dan/atan pepawan di lingkungan PTHAK PERTAMA yang
berstatus sebagni Pejabat Megara, Pegawai Negen Sipil, Prajurit Tentarn Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indencsio, atau pegawai laimyva untuk melakukan belanga
dengan Karmu Kredit Pemenntah berdasarkan penetapan oleh KPA

Administrator Kartu Kreditc Pemerintab adaiah pejsbal dan‘atan pegawal di Iingkungan
FIHAK PERTAMA yang bersatus sebagal Pejabal Newara, Pegawai Negeni Sipil, Frajurit
Temtarn Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawail
lainmya untuk melakukan tugas tertentu terkait dengan pengpunaan Karu Kredit Pemerintah
berdasarkan penetapan oleh KP4

Bendahara Pengeluaran vang selanjutnyva disingkat BP adalah orang vang ditunjuk untuk
menenma, menyimpan, membayarkan, menatausshakan, dan mempentanggongjawabkan wing
unituk Keperluan Belanja Negars dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Megam
pads Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/L embaga,

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnyva disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk
wntuk membaniu BP uniuk meloksanakan pembayaran kepada yang berhak puna kelancaran
pelaksanann kegiatan tenentu

Billing Stutement (Lembar Tagihan Pemegang Karu Kredit) adalah camntan atas nncian iransaksi
Pemegang Kartu selama péeriode renentu,

E-Bidling (Lembar Tagihan Elekironik) adalah catatan atas nincian transaksi Pamegang Kartu
selamy periode tertentu dalam benmk dokumen elektronik.

. Daftar Tagihan Sementara adalah daflar sementara vang memuat nincian ransaksi Pemegang

Raru vang dibasilkan oleh sistem perbankan dalam periode termentu, yang paling sedikit memuat
informasi nama pemegang Karu Kredit, nomor Karmi Kredit Pemerintzh facconn mumber),
tanggal cetak Daftar Tagihan Seentara, tanggal transaksi (Trarerction date), tanggal pembukuan
I"'ﬂfil.ﬂ'l'llg.?J:'J‘IE’}, kﬂﬂ‘!ﬂgkn fle riprinen) . mila transsks farmounis), dan sib fotal fagihan,

Hari Kerjn adalah hari dimans Perbankan di Indonesia pada umumenya buka uniuk menjalankan
kematan usshanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar Bank yaitu bard Senin Sampal
dengan ban Jumat, kecuah her libur nasional vang ditetapkan oleh Pemerintsh Republik
Indonesia dan/atau Pemenntah Docrah selempat.

. Hari Kalender adalah setiap ban dalam | (satu) ahon sesua dengan kalender gregonus (masehi)

tanpa kecuali termasuk har Sabtu. Minggu dan har libor nasional vang ditetapkan sewakiu-wakiu
oleh pemenntah dan hen kerjs biasa vang karena suatu keadaan tertentu ditstapkan oleh
pemermtah sebagal bukan hari kerja.

Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan ditigukan
kepada PIHAK KEDUA untuk menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah dengan format
schagaimana tercantum dalam | ampiran 11 Perjanjian ini, yang memuat permvataan PIHAK
PERTAMA mengenai hal-hal sebagai berikut
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a) nncian nama-nama vang dirckomendasikan oleh PIHAK PERTAMA vang memuai
keterangan mengemi;
I} Nama Pemegang Kartu
2) Tanggal Lahir Pemepnng kamu,
3) Jabatan Pemepang Kartu,
4y Jems Kartu Kredit Pemerintah: dan
.5y Batasan belanga (fiens) kartu Kredit Pemenntah vang dimohonkan.

b} adanya pemyvataan rekomendasi. jamman dan tanggung jewab pemuh dan PIHAK
PERTAMA afas sclurubli tagihan Kartu Kredit Pemerintah yvang tmbol sebagaimann
tercantum dalam Bilfing SatemensE-Billing,

¢} mncian ngma-oame veng ditunjuk sebagsi Administrator Karu Kredit Pemerintah oleh
PIHAK PERTAMA, yang memuat keterangun:

1} Nama Admimistrator Kartu Kredin Pemenintah;
2} Jabatan Administrator ariu Kredit Pemerintah;
3) Nomor TeleponTax; dan

4y Ll

d) adanya permyetaan pemberan hakkuasa oleh PIHAK PERTAMA kepada Adminsstrator
Raru Kredit Pemenntih untuk menvampaikan kenaikan batasan belanja (i) Kartu Kredit
Pemenntah secara sementury/permanen.

g) tanda tangan pejabat yang berwenang

Surat Referensi Kartu Kredit Pemenmiah merupakan satn kesaruan vang tidak terpisahkan denpgan

Perjanjian mi

PASAL2
MARSUD DAN TUJUAN

{1y Maksud dibuaimya Perpnjan o adalah onfuk mengatur ruang bngkup kerpa sama, hak dan
kewajiban, cara pembayaran, bisyva-buaya, pajak-pajak, penvelesaian perselisihan dan hukum vang
berlaku, jangka waktv Perjunjian, berakhirmva’akibat pengakhiman Perjanjian. pengalihan
Perjanjian, keadaan kabar, serta alamat dan wakil PARA PIHAK.

(2} Tuwman dibuamya Penaniian im adalah agar pelaksanaan atas penggunaan dan pembavarin dengan
Kartu Kredit Pemermtah dalam rangks pengpunaan Usng Persediaan Kartu Kredit Pemerintab
dapat berjalan dengan efektif denpan tedap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen
risiko,

PASALJ
RUANG LINGKUFP PERJANIIAN

PIHAK PERTAMA bermaksnd bekerja samu dengan PIHAK KEDUA unmuk menerbitkan Kartu
Kredit Pemenniah bags para pejabal dan‘atau pegawal di lingkungan PIHAK PERTAMA vang telah
memenuhi persyarstan tertentu sesomi knteria vang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam
Lampiran [l Perjanjian ini perthal Persvaratan Kanu Kredin Pemernintah Satker Kandor Wilenalr
Kemenerian Hukum Papoo Barvar dan telah dirckomendasikan oleh PIHAK PERTAMA untuk
mendapatkan Kariu Kredit Pemenniah dan PIHAK PERTAMA setuju untuk menjamin pembayaran
terhadap pemakaian/penggunaan koariu kredil Pemerintah oleh Pemegang Kartu sesual dengan
ketentuan vang berlaky pada PIHAK KEDUA tepat pada waktu vang telah ditentukan dalam
perjanjian pernbubasn/ Aplikasi Kartu Kredit Pemenntah,
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PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1} PIHAK PERTAMA berhak uniuk:

& Menetapkan dan merekomendasikan para pembal dan‘atau pegawai di lingkungan PIHAK
PERTAMA yang telah memenuhi persvaratan terientu sesuai kritenia vang telah disepakati
cleh PARA PIHAK sebagni Pemegang Karty melalui Surat Referensi vang ditandatangani
oleh pejabat PIHAK PERTAMA vang ditunjuk dan memiliki kewenangan untuk selanjutnya
dikinmkan kepada PIHAK KEDUA.

. Mengajukan permohonan melalui Administrator Kart Kredit Pemerintah untuk melakulan
aktivast Kartu Kredit Pemerintah dan request/aktivasi PIN Karu Kredit Pemerintah, meminia
kenatkan batasan belanja (imig) Kartu Kredit Pemerintah secara sementara atau permanen
kepada PIHAK KEDUA, den tuges lainnya vang ditetapkan olell PIHAK PERTAMA
dengan pertimbangan fertenin yang merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA.

¢  Mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA melalui Administrator Kartu Kredit
Pemerintah untuk melakukan monnoring  penggunaan Kamu Kredit Pemerintah vamg
disediakan oleh sistem perbankan untuk menghasilkan Daftar Tagihan Sementara vang
menmial nncian transaksi dalam penode terientu.

d Menandatangam Surat Permohonan Penerbitan Karlu Kredit Pemerintah scbagaimana
tercantum pada Lampiran | dan Perjanjian ini

¢ Menandatangani Surat Referensi sebagaimana tercantum pada Lampiran 11 dari Perjanjian ini.

f  Menandatangani Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah

g Memanfaatkan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah sebagaimann tercantum pads Lampiran 1V
dari Perjanjian ini

{2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a  Mencrbitkan Surat Referenss yang ditandatanpani oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang
ditunjuk. dan memiliki kewenangan vang memuat keterangan mengenyi calon Pemegang
Karu yang dirckomendasiban oleh PIHAK PERTAMA berikut limit vang dimintakan
kepada PIHAK KEDUA

b Membentahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadi perubahan pejabat
sehagnimana dimaksud avar (2) hurof @ Pasal ini, dan perubahan dimakssd mulai berlaky
sejak surat perubahan pejabat penanda tangan tersebut diterima secara baik oleh PIHAK
KEDUA

¢ Beranggung jywab penub untuk melokukan pembayaran atas pemakaian Kartu Kredit
Pemermtsh yang dilakukan oleh Pemegang Karmu berdasarkin £-filfing vang diterbitkan oleh
PIHAK KEDUA, scsuai dengan ketenman pembavaran yang distur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

d. Melehukan pengawasan dan penetapan ketentuan intemal terkait penggunaan, penvelesaian
tagihan, dan pertangpungiawaban Kartu Kredit Pemerinfah dengan berpedomun pada
ketentuan peraturan peruncang-undangan yang berlaku, Dalam hal terjadi perselisiban
{clispmte) antara PIHAK PERTAMA dengan Pemegang Kartu terkait transaksi dan/atay
bukt-bukt pengeluaran vang tidak memenohi ketentuan internal PIHAK PERTAMA, maks
PIHAK PERTAMA berunggung jawab umuk melskukan pembavaran atas tagihan
pemakaan Karu Kredil Pemernintah tersebat kepada PIHAK KEDUA,

e Bertangpung jawab atas proses rekonsiias intemal yang terjadi pada setiap penggunsan
Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemegang Kartu, Proses rekonsilinsi merupakan kewenangan
sepenubnya dan PIHAK PERTAMA tanpa melibatkan PIHAK KEDUA,

£ Apshila PIHAK PERTAMA menyampaikan permintaan penutupan Kartu  Kredit
Pemerintah kepads PIHAK KEDUA, maka atas amhan Pemegang Karu vang tmbul dari
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transaksi vang dilakukan s=helum PIHAK KEDUA menerima permintaan penutupan oleh
PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA tetap berkewajiban untuk menjamin pembayaran
atas pengpunaan Kartu Kredit Pemermitah hingea togiban lunas,

g Menvampaikan sural permobonan penutupan/penarikan Kartu Kredit Pemerintah kepada
PIHAK KEDUA dikarenakan terjadi pemyalahgunaan Karm Kredit Pemerntah atan keadaan
tertentu Pemegang Karu yaog merupakan kewenangan PIHAK PERTAMA.

PASALS
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDL A

(1Y PIHAK KEDUA berhak uniuk:

A Mendapatkan jaminan penibayaran dari PIHAK PERTAMA atas penggunsan Kartu Kredit
Pemerintah yang dilakukas oleh Pemegang Kartu berdasarkan E-Bilfmg vang dikeluarkan
oleh PIHAK KEDUA, sesua ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaki

b Menyetujui atau menolak scbagian/seluruh permohoenan penerbitan Kartu Kredit Pemerimtah
dan Aplikasi Kartu Kredit Pemerintah sesuai dengan ketentuan vang berlaku pada PIHAK
KEDL A

¢. Menerima pemberiabuan dan PIHAK PERTAMA melahn Administrator Kartu Kredit
Pemerintah dengan menpgunakan emai dan'atan sarana tercepat lainnya untuk melokukan
aktivasi Kartu Kredit Pemenntah dan reguest/aktivasi PIN Kariu Kredit Pemerintah, meminta
kenmikan batasan belanja (mir) Karty Kredit Pemenntzh secara sementara atan permanen
kepada PIHAK KEDUA  dan informasi lamnya vang disampaikan oleh PIHAK
PERTAMA dengan pertimhangan tenentu berdasarkan kewenangan PIHAK PERTAMA

d.  Melikukmm pemblokiran Kartu Kredit Pemenntah yang berlaku secara sepihak dan otomatis
pads sistern apabils Pemepang Kartu telah memunggak melebihi 60 (enam puluh) Harn
Kalender terhitung dari tanggal jatub tempo tagihan

¢  PIHAK KEDUA dapat melakukan pemblokiran Karu Kredit Pemerintah berdasarkan surat
permobanan penutupan/pesankan Karu Kredit Pemerintah vang disampeikan PIHAK
PERTAMA dan/atau karens alasan tenenfu yang merupakan kewenangan dan kebijakan dan
PIHAK KEDLA

[ S5ejak pembentahuan tersebut diterima secara baik oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK
KEDUA berhak menuiup Kartu Kredit Pemerintah. PIHAK PERTAMA  tidak
bertangmmgiawab atas taghan Karty Kredit Pemenntah sepanjang pada saar dilakukannyva
pemberitthuan tersebut, PIHAK PERTAMA dan/aiau Pemegang Karu telah melakukan
seluruh tagihan pembayarin (tagihan nihil ) kepada PIHAK KEDUA

{2) PIHAK KEDUA berkewajiban antuk;

a  Menginmkan rangkap 1 (:atu) ashi Perganjian kepada KPA melalui sarana pengiriman
tercepar;

b, Menylapkan dan mencetab desain karu, formulic eplikasi, #/¥ dan semua materi promosi
lain Karm Kredit Pemerintal.

¢ Melakukan verifikasi atas sural permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan
dokumen pendukung termasuk jugs venfikasi amas persetujuan pemberian batasan belanja
(Himir) Kartu Kredit Pemeriniah dari PIHAK PERTAMA.

d Menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah disertm rekapitulasi penerhitan dan tanda terima Karm
Kredit Pemenintah untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal hasil verifikasi
atas Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dim dokumen pendukung

terpenubn;
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e Menvampaikan surat  pemberitahuan  penolakan  ssbagmn/zeluruh  kepads PIHAK
PERTAMA apabila hasil venfikasi atas Surat Permohonan Penerbitan Karu Kredit
Femerintah dan dokumen pendubung lidak terpenuhi;

£ Memberikan limif untuk masing-masing Panegang Kartu dengan mempertimbangkan Surat
Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemeriniah dan dolanmen pendukung vang disampaikan
atau diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

£ Menenma atae menolak permintaan atas kenaikan fimir Karte Kredit Pemerintah secara
sementara dan‘atay permanen berdasarkan terpenuln atau tidaknya informasi pencajuan
kenmikan /mie vang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

h,  Menerbitkan dan melaksanskan proses operasiomal Kartu Kredit Pemerintah secars
menyelunih.

L Menerbitkan dan menyampaikan tagihan dalam bentuk K-Billing kepada Pemegang Kanu
dan/ataun Admmistrator Karo Kredit Pemerintah,

b Menvediakan Billing Seatemeny'E-Billing yvang depat diakses oleh Administrator Kartu Kredit
Pemermntah unhsk melakukan pengawasan penggunaan Kartu Kredit Pemermtah dalam
peniode tertentu scsum dengan cyele Hilling Statement sehingga dapar menghasilkan Daftar
Tagiban Sementara vang memual rincian ransaksi Pemegang Kartw

k. Melakukan penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran ke rekening BP/BPP;
Membebaskan Satker dan aya penggunaan Kartu Kredit Pemenntah, vang meliputi biava
Keanggotaan, biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan e-hanking, biava
permintaan kenakan batasan belanm (inn), maya penpeantian karu kredic karena
hilang/dicuni atau rusak, baya penggantian PIN, biaya copy Billing Statement, biaya
pencetakan tambahan lembar tagihan. birva keterlambatan pembavaran, biaya bungs astas
tungeakan/taghan vang rerlambat dibayarkan, biava penggunaan fasilitas airport jounge
vang berkena sama dengan PIHAK KEDUA, dan‘atau biava-biaya lain vane diatur dalam
kefentuan peraturan perundsng-undangan vang berlaku;

m.  Mengenakan biaya meterns dan‘atau binva-bieva stas pengzunaan Kartu Kredit Pemerintah
berdasarkan ketentuan peratuan penumdang-undangan vang berlaku

i melaksanakin standardisas) pelayanan dalam percepatan penandatanganan Perjanjian beserta
addendum (apabila ada) sesiai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama Induk;

0. memasiikan standarcthsasi pelayanan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah sesua dengan
kesepakatan dalam Penanpan Kenga Sana Induk; dan

p. memastikan standardisasi  pelavanan  dalam  penggunsan‘pembavaman  Kartu  Kredit
Femermtal: sesum dengan kesepakatan dalam Peranjian Kega Sama Induk.

PASAL G
CARA PEMBAY ARAN

PIHAK KEDUA akan mengirmkan tagiban dalam bentuk f-filling kepada Pemegang Kartu

dan‘atau Administrator Karu Kredit Pemeriniah

PIHAK PERTAMA dan‘atau Femegang Karmu akan melakukan pembayaran kepada PIHAK

KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal jatah tempo vatu tanggal 13 (tiga belas) setiap bulan

(3) Pembayaran atas (agihan Karm Kredit Pemerntah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA secars sekalipus (full paverent), sesuni dengan ketentuan pembayvaran pada
peraturan perundang-undangan vang berlako

(4) Dalam hal terdapat transaksi dan/atan bukti-bukti pengeluamn atas penggunaan Kartu Kredi

Pemerintah oleh Pemegang Karmy vang tidak memenuhi ketentuan intemal PIHAK PERTAMA,

maka PIHAK PERTAMA beranggung jawab untuk melakukan pembayaran atas tagihan

tersebut kepada PIHAK KEDL A

(1

(2
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PASAL T
BIAY A-BIAYA

PIHAK PERTAMA akan dikenakan dan/atau dibebaskan dan biava-biava atas penggunaan Kariu
kredit Pemerintal berdasarkan ketentuan peraturun perundang-undangan vang berdaku

PASALS
PAJAR-PAJAK

Pajak-pajik vang tumbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian im ditanggung olel masing-
masing Fihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan vang berlaku

PASALY
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANCG BERLAKU

(1) PARA PIHAK sepakar untuk menvelesakan setiap perselisthan vang timbul di antara PARA
PIHAK schubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secars musyawarah untuk mencapai mufikai,

{2} Apabila penyelesaian perselisihan sccara musvawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka
PARA PIHAK memilih domisili hukum vang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Manokwari/

PASAL 10
JANGKA WAKTU PERJANIIAN

Perjanjin i berlaku untuk jangka wakiu | (satu) tabun yang berlako efckifl sejak tanggal
penandatanganan olch PARA PIHAK dan akan diperpanjang denpan sendirinya untuk jangka wakty
yang sama selerusnya sampal diakhin keberlakuanmya olel PARA PIHAK, dimintakan pengakhiran
oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian, atau sampai dengan peraturan
yang terkail Tata Cara Pembuavaran dan Penggunaan Karu Kredit Pemerintah dicabut dan dinvatakan
hdak berlaku

PASAL 11
BERAKHIRNY A PERJANIIAN

(1) Penanjian i dapat berakhir dan atau dimintakan pengakhiran oleh salab satu Pk berdasarkan

hal-hal sebagai berikut:

a kesepakatan bersama PARA PIHAK uniuk mengakhiri Perjanjian i vang dibuat secara
tertulis

b Salah satu Fihak menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelim jangka waktu Perjanjian
berakhir dengan menyampaikan sccara tertulis kepada Pihak lainnya, minimal 30 (tiga puluh)
Hari Kalendze sebelum tangsgz! pengakhiran vang dikehendaki.

¢. Salah sam Pihak tidak memenuhi dan/stan melanggar salah sato atan lebih ketentusn vang
diatur dalam Peranjian ini, atnu ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian
mi atan Pegjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian im, setelah sebelumnya diberi
kesempatan oleh Phak lainny s untuk memenubi atay memperbaik: apa yang tidak dipenuhi
atan dilanggarnya terscbut dalam wektu 14 (empat belas) Hard Kerja scjak tangeal
pemberttahuan termulis vang mensyaratkan hal tersebut.

d.  Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut stau paili oleh pihak vang berwenang

/%,f'



¢ Salah sat Pihak dicabut 1zm usshanya oleh instunsi vang berwenang,
[ Salah satu Pihak menyatak sn'berada datam keadaan likuidasi

{2} Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PINAK dengin im sepakat dan setuju
unik mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
sepanjang Ketentuan tersebut mensvaratkan adanya suafu putusan atau penetapan Pengadilan
untuk menghentikan'mengaklon suatu Peranjian.

PASAL 12
AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pengakhian Perjanjian ind tdak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK vang telah
timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya Perjanjian ini, dan oleh karenanya Pihak ViR
masih mempunyal hak dan kewajiban vang belum dipenuhi dan dilaksanakan terbadap Pihak lainnva
tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjaniikan dalam Perjanis
imi,

PASAL 13
PENGALIHAN PERJANJIAN

(1) Kecuali diteniukan Lain datam Fedanjian ini, hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan
Perjanjian ini tdak dapat dmlibkan, sebagian maupun seluruhnva, tanpa persetupuan tertulis
sebelummya dari Pihak lainnya.

{2) Pengalihan berdasarkan Perjanjin ini tidak dapat membebaskan vang mengalibkan dan selurub
kewajibannya Sebagamana dianur dalam Peranjian i, terkecuali apabila vang menerima pengslihan
telah mengambil alih dan sesunggubinya telah melaksanakan kewajiban tersehut

(3} Masing-masing Pihak dan para pengpanti haknya berhak menikmati sepenubnya sempa keuntungan
dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan sysrat-syarat di dalam Perjanjian ini

PASAL 14
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force mapewre) adalah keadaan-kenadaan:

a.  Gempa bumi, tautan, banjir. tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penvakit dan
trencana alam kainnva;

b Pemogokan umum, huruhars, sthotase, biokada, perang dun pemberontakan.

¢ Peraturan atau kebigakan Pemenntah vang menghalangi PARA PIHAK untuk sccara
langsung melaksanakan Perjanjian imi

(2} Dalam hal tegadi keadsan kahar (force mafewre) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
schingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah sate Pihak, muka Pihak vang mengalam
keadaan keadann kahar (force mofenre) tersebut berkewajiban untuk memberitahukan Pilak
lainnys dalam Perjanjian ini selambat-lambamya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung setelah
berakhirnvs keadaan keadann kahar (force majenre) tersebut untuk diselesaikan secars
musyawarah.

(3) Apabils Pihak vang mengalami keadsan kabar (force mnapewre) temsebur lala  untuk
memberijabukan kepada pihak lainnya dalam kunn wakiu schagaimana ditentukan padia ayat (2)
Pirsal ini, maka seluruh keragian resiko dan konsekuensi vang mungkin timbol menjadi beban
dan tanggung jawah pihak yang mengalami keadaan kahar (force majenre ) tersebur

| 4



i)

(h

()

{3)

4]

(2}

{3}

{4

(1)

Keadaan kahar (force majenre) dimaksod ayvat (1) Pasal ini tidak dapat dijsdikan alasan olel
masing-masing Pihak untuk menunda kewsjiban pembavaran vang telah jatub tempo kepada
Pihak lsinnyz sebelum terjadinya keadamn kahar (force mafenre).

PASAL IS
LAMPIRAN

Lampiran dan Peranuan mi merupakan baguan dan menjady kesatwan yang tidak dapar dipisahkan
dengan Penanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang samn serta mengikat seperti halnya
Pazal-Pasal lain dalam Peranjian ini.
Lampiran dimaksud avat (1) adelab

2.1 Lampiran [ : Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintali

22, Lampiran Il : Surat Referensi

23 Lampiran (11 ; Persvaraian Karu Kredit Pemenintish

24 Lampiran IV : Fir dan Benefit Karma Kredit Pemerintah
Apabila terdapat perbedaan antera Lampiran Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Perjanpian, maka yang berlakn adalsh ketentan yang diatur dalam Perjanjian.

PASAL 16
SURAT REFERENSI

surat Referensi dibuat oleh PIHAK PERTAMA dengan kop PIHAK PERTAMA sy berisi

pengajuan kartu kredit kepada PIRAK KEDUA untuk menerbitkan Karm Kredit Pemenintah bagi

para pejabat dan‘atau pegawai O lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat)

vang telnh direkomendasikan olch PIHAK PERTAMA.

Surat Referensi fersebut wajib duandatangam oleh pejabat PIHAK PERTAMA vang berwenang

untuk melakukan tanda tangan dalam Perjanjian ini.

alam hal terdapat perubahan pejabat PIHAK PERTAMA. maka PIHAK PERTAMA wajib

membertahukan secara tertulis bepada PIHAK KEDUA dan perubahan pejabat dimaksud mulai

k:;‘{;liu sejak surat perubahan pejabat penanda tangan tersebut diterima secara baik oleh PIHAK
DA

Surat Referensi merupakan sstu kesatuan yang tidak terpisshkan dengan Perjanjian ini

sehagnimans format yang tercanium dalam Lampiran 11 Perjanjian ini.

PASAL 17
ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK

Uniuk kelancaran pelaksanasn Peganjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamar
pemberitahuan dan surat memyurat sebagai berikut

PIHAK PERTAMA

Kantor Wilayah Kementenian Hukum Papua Barat

. Brigjen (Purn} Abraham O. Atururi, Arfai, Manckwan - Papua Barat
wp. Drs Piet Bokorsyom, 5 H, M.H

Kepala Kartor Wilayah Kementerian Hukwn Papeea Barat

TeleponHP : 0812 4560 5156

Emal s, O 1 bt ] o il



wp. Meggy Novniska Sorbu
Rendahara
Telepon™P 0812 4774 5212

Emicil ¢ meggynirhu | 2 e gmnil gom

PIHARK KEDL A
. PT Bank Mandin (Persero) Thk.,
Credit Cards Group
Plaza Bapindo, Menara Mandm Lt 11
TL Jend. Sudirman Kav 54-45
Jakarra 12910
wp. Bactiar Rifai

t2) Segaln pemberitahuan mengerai dan‘atan vang berhobungan denpan Perjanjian ini (kecuali
ditentukan lain) harus dilekukan secara temulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan
secarn  langsung/dikinmkan melashd Kurir dengan memperoleh tanda tenma ke  alamat
sehagaimana tersebut di atas,

(3} Perubahan alemat oleh PARA PIHAK harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-
lambaétnya 14 (empat belas) Han Kalender sebelumnva kepada Pihak lainnyva dan apabila tidak
ada pemberitaluan maka alama sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat vang
sah dan berlaku.

(4) Perubaban wakil PARA PIHAK sehagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal mi wajib
diberitabukan terlebih dahulu secam tertulis kepada Pihak lainnva.

FASAL 18
KRERAHASIAAN

Selama berlakunya Peanjian ini dan pada setiap waku sesudahnya, kecuali bila disyaratikan lain oleh

peraturan perundang-undangan vang berlaku:

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan keterangan dan/atau data pendukung milik
Pihnk lainnya sehagammana dinvatakan Perjanjian ini, seria ndak akan memberikan keterangan
apapun mengenm  dote-data fersebut kepada siapapun selain dalam rangka  pelaksanaan
kewagibannya berdasarkan Perjangian ini.

(2] PARA PIHAK sepakat bahwa segala informasi dan keterangan, baik vang tertulis mawpun ndak
teriulis dan informasi-informasi lam vang berkaitan dengan data biffing Pelanggan, bisnis, produk
dan pelayanan yang diketabu atau timbal berdasarkan Perjanjian mi adalah bersifat mhasia dan
tidek beleh diberitabukan kepada pihak ketiga atau budan hukumiorang lain vang tidak
berkepentingan dengan alasan apapun, baik seloma Perjanjian ini berdaku maupun setelah
Perjanjian ini berakhir.

(3) PARA PIHAK sepakar bahwa setiap saat akan merabasiskan informasi vang diperoleh sebaga
pelaksannan dan Pegjanjian in1 kepada sispapun atau tdak akan menggunakannya untuk
kepentingan Prhak tersebur atau kepentingan pibak manapun, tanpa terdebih dahuly memperolel
persetujuan terfulis dan pejabar vang berwenang dan Pihak Jainnya atan pihak vang berwenang
lmmnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(4] Apabila salah sau Pihak dandatau karvawannya dandatan pihak yang berada  dalsm
pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka Pihak yang
dirugikan dapat memutuskan Perjanjian ini fanpa tuntutan dan Pihak lamnya dan pibak yang
melanggar ketentuan waih bertanggung jawab atas seluruh kerugian vang dinmbulkan,

)
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{5} Ketentuan kerzhasiaan sebapminana dimaksud tidak berlaku bagi informasi, dekumen atau dats
yang:
g Wapbk untuk dibuka oleli imdang-undang vang berlaku, pengadilan dan atau instansi
pemerintzh yang berwenang
b.  Sudah merupakan mformasi umum vang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian
PARA PIHAK
. Sudah diketabm oleh wmun sebelum dinvalakan sebagai Informasi Rehasia,
d  Secarn serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masvarakar oleh PARA
PIHAK.
. Sudah memperoleh 1zin terulis cleh PARA PIHAK,
Dengan tetap mengmdahkan ketentuan lain dalam Perjanjinn ini (dan lampiran-lampiran pada
Perjanjian ini), tidak saty pun ketentuan yang mensyaratkan satu Pihak untuk menpalibkan atau
mengirmmkan laporan, data atau wformasi lan kepada Pihak lan yang mona dapat melanggar
ketentuan-ketentuan hukum mengena data pribadi, peraturan atau pedoman atau kewajiban atas yang
dmiliki pihak terschut terhadap para nasabahnya atau pihak kenga.

PASAL 19
LAIN-LAIN

(1) Penanjiankesepakatan persetijuan yang telah ada sebelumnya atay yang akan dibuar dikemudian
hari antira PARA PIHAK dengan pihak-pihak lainnyva di luar Perjanjian ini, tidak dapat
membatalkan/mengesampingkan  Peganjian ini atau dokumen-dokumen lainnya yang timbul
karenanya. kecuali atas persctujuan PARA PIHAK,

{2) PARA PIHAK akan welokekan  semua  tindakan  yang  diperluksn  dalam
melaksanakan/ menggunakan‘menikman  hak-bak yang dimiliki'diperoleh vang nmbul dan
Perjanjian m1 arau dokumen-dokumen vanyg timbul karenanyva,

(3] PARA PIHAK defigan i menyatakan bahwa tidak ada pihak-pihak Inin yang berkeberatin dan
atan mengajukan tuntutan dalwm bentuk dan dengan cara apapun atas pelaksanaan Perjanjian ini
baik pada saat i maupun di saal mendatang

(41 Hal-hal lain vang belum diatur. perubahan. pengesampingan, atau pelepasan rerhadap ketentusn-
ketentuan dalam Peryanjian ini apabila periy akan dianr kemuodian dalam suatu Addendum vang
tidak terpisahkas dari Perjanjian ini

(5} Dengan memperhatikan ketentuzn ayat {4) Pasal ini, PIHAK KEDUA dapat merubah Perjanfian
imi sebagan tanppeapan ats perubahan atau mmandemen atas Peraturan Dasar dan/atau peraturan
perundang-undangan lain yang mengatwr pelaksanaan tata cara pemibayaran dan pengpunaan
Kartu Kredit Pemerintah, dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA mengirimkan kepada
PIHAKR KESATU pembeniahioan mengenal isi perubaban (unmk  selanjutnva  disebut
“Pemberitahuan Perubahan™) Dalam hal PIHAK KESATU ndak menolak perubzhan atas
Ferjanpan dajam jangka wakiu 50 (tiga pulub) Han Kalender sejak penerbitan Pemberitahuan
Perubahan oleh PIHAK KEDUA, maka dengan mi PARA PIHAK sepakat untuk mengadopsi
perubahan tersebut dalam Peraniian mi dan selanjuinya menjadi berlaku efektif

() Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf ¢ Perjanjian, apabila suatu ketentuan
dari Perjanjian ini disnggap tidek sah, ridak dapat dilaksanokan atau melanggar bukum unmk
alasan apapun, maka ketentuan rersebut tidak memengaruhi keabsaban atas ketentuan lain dan
Perranjian ini akan tetap berlaku sepenubnya

(7) PARA PIHAK dengan ini menvatakan bahwa perwakilan-perwakilennya vang ditunjuk adalah
Pihak ying mempunyai hak dan wewenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini
dan‘atau dokumen-dokumen yang terkait.



PASAL 20
KETENTUAN PENUTLUP

Sepala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian imi berlaku seria mengikat bagi PARA PIHAK
yang menandatanganinya, penggant-penggantinye, dan mereka yang memperoleh keuntungan dari

padanya.

Denikian Perganjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PTIHAK dalam rangkap 2 (dua) pada
han dan tanggal sehagzimana lercanium pada awal Perjanjian ini, masing-masing bermeterai cukup
dan mempuryvai kekuatan pembuktion yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK.

FIHAK PERTAMA, PINAK KEDUA,
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN T BANK MANDIRI{PERSERO) Th :

AL PAPUA BARAT
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LAMPIRAN 1
FERSYARATAN KARTU KREMT PEMERINTAH
SATKER KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Untuk pengapuan Kartu Kredit Pamenintah untuk Satker Kantor Wilavah Kementenan Hokum Papua
Barat diwajibkan unk melengkap: persvaratan sebagai berikut:

I. Lntuk calon Pemegang Kartu:
a  Mengsi formadie Aplikasi lengkap (tanda tangan basah).
b, Melampirkan fotokopi Karu Tanda Pendeduk (KTP) vang masih berfaku.
e Melampirkan fotokopl NPWP,

Z.  Untuk Satker kantor Wilavah Kementerian Hukum Papua Barat):

Membust Surat permobonan penerhitan Karu Kredit Pemenntah yang ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran dan dilampiri Surat Referens, dan fotokopi surat keputusan penunjukkan
kuasa Pengguna Angearan



LAMPIRAN IV
FITUR DAN BENEFIT
KARTU KREDIT PEMERINTAH
SATKER KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

NO. FITUR DAN BENEFIT KETERANGAN |
I | Atrport Lounge F_E-'il.lil-ﬂ.i penggunaan airport lomnge bebas |
bisya bagm  pemepang Kartu

-

Kredit |
Pemenntah, Fasilitas ini hasva berlaku bagi |
amrport yang bekerja sama dengan PT. Bank
Mundini (Persero) Thk. selaku Bank Penerbit
Faarty Kredit Pemerntah,

3. | Mandid Travel Center

3.

Layanan 24 jam untuk membantu memenuhi
kebutuhan perjalanan dinas.

Karty Kredit Pemerintsh  orporate Tim
Services Personal Assistant Hlpdesk

Sarana unmak melakukan  monitormg
terhadap penggunann Kartu kredit Pemenimta |
dalam kurun wakiw/periode olch  Satker
schinggn menghasilkan  Daflar  Tagihan
Sementar, yang dapat dilakukan melalni: |
helpdesk, corporale_card fibankimsndin co id !
|

an

Layanan Pengaduan Telepon 24 Jam Khusus
Rartu Kredit Pemenintah

Lavanan yang diberikan sebagai sarana |
mformasi, konsullasi, pengaduan. dan
penpurusan kartu Kredit Pemermtah yang
hilang, vang dapat dilakukan melaln nomor:
s [(2]-52007757

« 14000




